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Lelana, Guntur Akbar Cahaya. Hukum Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan 
Luka Ringan dan Luka Berat (Studi Kasus pada Putusan No. 9/Pid.Sus-
Anak/2019/PN SLW). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Kekerasan yang dilakukan oleh anak baik seorang maupun bersama-sama 
semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. 
Tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja dalam hukup 
positif, namun juga sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu 
peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau 
lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana 
pengroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat menurut hukum 
positif di Indonesia dan mengkaji pemidanaan tindak pidana pengeroyokan yang 
menyebabkan luka ringan dan luka berat pada Putusan No. 9/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Slw. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan 
pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data 
sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan dengan 
cara berfikir deduktif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia 
mengatur tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan luka ringan dan luka 
berat dalam Kidab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170. Jika tindak pidana 
tersebut dilakukan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan akibat hukumnya 
diatur dalam Pasal 64 ayat (1). Pemidanaan tindak pidana pengeroyokan yang 
menyebabkan luka ringan dan luka berat pada putusan No. 9/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Slw berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua 
puluh) hari penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I 
Kutoarjo, dikurangi selama Anak ditangkap dan ditahan dengan perintah Anak 
tetap ditahan dan menetapkan anak untuk dapat mengikuti pelatihan kerja pada 
Balai Latihan Kerja Suradadi di Kec. Suradadi Kabupaten Tegal selama 15 (lima 
belas) hari, dengan menerapkan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. 
 




Lelana, Guntur Akbar Cahaya. The Criminal Law of Beatings That Cause Minor 
and Serious Injuries (Case Study on Decision No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN SLW). 
Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti 
University. 2021. 
Violence perpetrated by children either individually or collectively is 
increasing and disturbing the community and law enforcement officers. Criminal 
acts do not only happen to one perpetrator in positive law, but it also often 
happens that more than one person is involved in a criminal act or if several or 
more people are involved in a crime, which is known as participation.  
This study aims to determine the regulation of the crime of beatings that 
cause minor and serious injuries according to positive law in Indonesia and to 
examine the criminal acts of beatings that cause minor and serious injuries in 
Decision No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw. The type of research is library 
research with a normative legal research approach. The main data source is 
secondary data. Data analysis used in this study is qualitative data analysis using 
content analysis techniques and deductive thinking.  
The results of this study concluded that positive law in Indonesia regulates 
the crime of beatings that cause minor injuries and serious injuries in the Kidab of 
the Criminal Code Article 170. If the crime is committed by a minor, it is 
regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments On Law Number 
23 of 2002 concerning Child Protection, namely Article 1 paragraph (1) and (2) 
and the legal consequences are regulated in Article 64 paragraph (1). The 
punishment for the crime of beating up causing minor injuries and serious injuries 
in Decision No. 9/Pid.Sus-Child/2019/PN Slw in the form of imprisonment for 1 
(one) month and 20 (twenty) days in prison at the Class I Institute for Child 
Special Guidance (LPKA) Kutoarjo, reduced as long as the child is arrested and 
detained by order of the child remain detained and assign children to be able to 
take part in job training at the Suradadi Job Training Center in Kec. Suradadi 
Tegal Regency for 15 (fifteen) days, by applying Article 80 paragraph (1) in 
conjunction with Article 76 C of Law Number 35 of 2014 concerning 
Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in 
conjunction with Article 56 of the 2nd Criminal Code.  
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Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan maka 
kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. 
(Ali bin Abi Thalib)  
 
Pendidikan kita belum memenuhi tuntutan pendidikan karakter. Masih ada 
kekerasan di sekolah dan rumah, kurikulum semakin padat, dan cara mengajar 
yang belum ramah anak. 
(Seto Mulyadi) 
 
Jika anak hidup dalam kekerasan, ia belajar berkelahi. 
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A. Latar Belakang  
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak pula 
peristiwa yang terjadi dan menarik perhatian masyarakat dewasa ini. Salah 
satunya yaitu banyak anak melakukan tindak pidana yang diajukan kepada 
pengadilan terhadap kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana pada saat ini 
sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih 
banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan 
sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan 
hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat.  
Akhir-akhir ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik 
dewasa maupun anak-anak, terlebih terhadap anak-anak sangat riskan karena 
anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan 
hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan 
mental anak yang belum dewasa dan matang. Kriminal sebagai salah satu 
perbuatan anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecendrungan 
meningkat dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. 
Kenakalan anak sering disebut dengan junevile deliquency, yang 
diartikan dengan anak cacat sosial.1 Banyaknya kasus tindak pidana yang 
melibatkan  anak  di  bawah  umur,  seperti   kasus  perkelahian  dan   minum- 
                                                 
1 Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 




minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasaan, 
pengeroyokan disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam 
transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol. 
Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana 
Pengeroyokan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan 
menjadi jalan pintas bagi sebagian Anak-anak atau sekelompok orang untuk 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa 
memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Dalam banyak kasus, 
banyak anak atau kelompok anak merencanakan untuk melakukan 
pengeroyokan terhadap anak lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, 
pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri 
dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit 
orang juga terlibat dalam perselisihan paham perkelahian, atau pertengkaran 
yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja. 
Kekerasan yang dilakukan oleh anak baik seorang maupun bersama-
sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak 
hukum. Tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja dalam 
hukup positif, namun juga sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat 
dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut 
beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab V mengatur 
tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-




bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana 
paling lama lima tahun enam bulan.2  
Ajaran penyertaan menurut Moeljatno sebagai strafaufdehnungsgrund 
atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang 
tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Sebab sebelum seseorang 
bisa dipertanggungjawabkan pada hukum pidana, orang tersebut sudah harus 
melakukan perbuatan pidana. Jadi, disamping delik-delik biasa ada beberapa 
delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas untuk 
dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.3  
Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat 
bermacam-macam yaitu: (1) bersama-sama melakukan suatu kejahatan; (2) 
seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan 
ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; (3) 
seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain 
membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.4 
Hubungan pada setiap peserta terhadap tindak pidana dapat 
mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada 
menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana 
yang telah dilakukan. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap 
peserta  ajaran  ini   juga   mempersoalkan   peranan  atau  hubungan   tiap-tiap  
                                                 
2 Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka, 2003, hal. 70. 
3 Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 123. 




peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah 
diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan. 
Seperti yang terjadi pada perkara tindak pidana pada putusan No. 9/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Slw. 
Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 
23.00 WIB para saksi korban yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor 
dan yang membonceng di belakang adalah saksi Anak Anak Korban II dengan 
mengenakan kaos dengan tulisan di belakang kaos “POESAT B.D.B , 
T.O.S.H, T.O.W, B.O.M ALL BASE” di bagian belakang yang merupakan 
nama basis dari SMK N 2 Slawi atau STM PERNEK dan di kaos depan ada 
tulisan “VETERAN STM 676 PERNEX SLAWI UNTUK SANTAI” hingga 
kemudian diketahui oleh saksi Anak ABH III dan mengejar para saksi korban 
bersama saksi Anak ABH I, Anak ABH II, saksi Anak ABH III, dan Anak 
mengejar para saksi anak korban setelah berhasil dikejar, saksi Anak ABH III 
meminta dengan paksa kaos yang dikenakan oleh anak saksi Anak Korban II 
sampai berhasil diambil oleh para anak pelaku sambil pergi dari kerumunan, 
karena para anak korban tidak terima dengan perlakukan para anak pelaku 
hingga kemudian para anak korban mengejar para anak pelaku. 
Para pelaku anak kemudian mengendarai sepeda motornya menuju ke 
daerah Gumayun yang pada saat itu anak membawa 1 (satu) buah cerurit yang 
didapat dari membeli secara online dan diberikan kepada saksi Anak ABH I, 
namun tiba-tiba dari belakang Anak ABH I, Anak ABH II, saksi Anak ABH 




antara para pelaku anak dan para pelaku korban, namun tiba-tiba Anak ABH I, 
Anak ABH II, saksi Anak ABH III menyabetkan masing-masing cerurit 
ditangannya secara membabi buta sehingga mengenai saksi anak Anak 
Korban III dan mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan bawah 
sampai pergelangan, dan saksi anak Anak Korban I mengalami luka robek 
pada tangan kanan bagian lengan sedangkan terhadap saksi anak Anak Korban 
II mengalami luka memar pada bagian dahi akibat pukulan yang dilakukan 
oleh saksi Ahmad Faqih Maulana dan mengalami luka pada tangan kanan 
bagian lengan kanan atas. 
Anak pada perkara putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw tidak 
ikut melakukan kekerasan karena sedang menunggu di atas SPM yang 
berjarak sekira 5 (lima) meter dari tempat kejadian perkara. Namun akibat dari 
1 (satu) buah celurit yang dibawa oleh Anak tersebut, maka pada saat terjadi 
perkelahian antara Anak Saksi Anak ABH III, Anak Saksi Anak ABH II, 
Anak Saksi Anak ABH I, dan Saksi Ahmad Faqih Maulana dengan Anak 
Korban Anak Korban I, Anak Korban Anak Korban III Aji, dan Anak Korban 
Anak Korban II mengakibatkan luka di lengan tangan kiri yang dilakukan oleh 
Anak Saksi Anak ABH I. 
Tindak pidana pengeroyokan atau deeleneming adalah apabila tindak 
pidana dilakukan lebih dari satu orang, yang mana kejahatan tersebut di atur 
dalam Pasal 170 KUHP. Kata deeleneming berasal dari kata deelenemen 




diartikan menjadi “penyertaan”. Kartanegara mengartikan deeleneming 
apabila satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.5  
Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus posisi pada perkara 
tersebut, maka penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi dengan 
melakukan penelitian dengan judul “Hukum Pidana Pengroyokan yang 
Menyebabkan Luka Ringan dan Luka Besat (Studi Kasus pada Putusan No. 
9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw).” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pengroyokan yang menyebabkan 
luka ringan dan luka berat menurut hukum positif di Indonesia? 
2. Bagaimanakah pemidanaan tindak pidana pengeroyokan yang 
menyebabkan luka ringan dan luka berat pada Putusan No. 9/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Slw? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pengroyokan yang 
menyebabkan luka ringan dan luka berat menurut hukum positif di 
Indonesia.  
                                                 





2. Untuk mengkaji pemidanaan tindak pidana pengeroyokan yang 
menyebabkan luka ringan dan luka berat pada Putusan No. 9/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Slw. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.  
1. Secara Teoritis 
Memberikan informasi, kontribusi pemikiran dalam menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam lingkup tindak 
pidana pengroyokan dan penyertaan. Hasil penelitian ini juga menambah 
kepustakaan keilmuan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan atau 
perbandingan bagi penelitian hukum sejenis selanjutnya. 
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman kepada 
masyarakat khususnya anak tentang sanksi hukum tindak pidana 
pengroyokan dan penyertaan, sehingga diharapkan masyarakat dapat 
mencegah segala hal yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. 
E. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berupa hasil penelusuran peneliti 
terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti 
sebagai bahan rujukan. berikut beberapa penelitian terdahulu yang masih 




1. Maudoma (2015), Penggunaan Kekerasan secara Bersama dalam Pasal 
170 dan Pasal 358 KUHP.6  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi (materi pokok) 
dari Pasal 170 KUHPidana dan hakekat perbedaan antara Pasal 170 
KUHPidana dengan Pasal 358 KUHPidana. Penelitian ini bersifat yuridis 
normatif, menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu dengan mempelajari berbagai pustaka hukum, himpunan peraturan 
perundang-undangan, artikel-artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa substansi Pasal 170 
KUHPidana adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan masyarakat, 
yang terutama ditujukan menghadapi unjuk rasa (demonstrasi) yang 
menggunakan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang. 
Substansi Pasal 358 KUHPidana adalah sebagai kejahatan terhadap 
kepentingan perseorangan, di mana dilakukan cara penyerangan atau 
perkelahian oleh beberapa orang. Perbedaan dengan Pasal 170 
KUHPidana, yaitu Pasal 170 KUHPidana dapat mencakup jumlah massa 
yang lebih besar yang tidak saling kenal mengenal satu dengan yang lain, 
sehingga masing-masing orang hanya bertanggungjawab atas 
perbuatannya sendiri, sedangkan dalam Pasal 358 KUHPidana, selain 
bertanggungjawab atas perbuatan sendiri juga turut bertanggungjawab atas 
akibat perbuatan orang lain. 
                                                 
6 Maudoma, Soterio E., Penggunaan Kekerasan secara Bersama dalam Pasal 170 dan 




2. Marseno, Zamroni, dan Supangkat, Ancaman Pidana Tindak 
Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo.7 
Pengeroyokan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan 
hukum. Tujuan dilakukannya penelaah yaitu agar menemukan adakah 
ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan serta memahami apakah 
ancaman pidana bagi pelaku pengeroyokan berdasarkan studi kasus No: 
868/Pid.B/2018/PN.Sda tentang pengeroyokan yang dilakukan Sdr. AY 
terhadap Sdr. S. Penelitian ini berlokasi di Wilayah Kecamatan Taman 
Sidoarjo, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis formatif. Teknik 
yang digunakan dalam melakukan pengelompokan data dilakukan dengan 
menggunakan studi kepustakaan serta internet. Penelaahan data bersifat 
tertulis, hasil analisis dipresentasikan secara kualitatif.  
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengeroyokan 
merupakan tindakan yang melanggar pasal 170 KUHP yang menyebutkan 
semua orang yang dengan nyata serta melakukan kejahatan bersama 
dengan kekerasan kepada orang/barang, maka akan dihukum maksimal 5 
tahun 6 bulan. Tindakan “Mengeroyok” adalah suatu kejahatan yang 
dilakukan bersama-sama bertujuan agar orang yang dikeroyok kesakitan. 
Pihak bersalah akan dihukum penjara maksimal 7 tahun apabila       
terdapat unsur merusak barang/menimbulkan luka-luka. Hukuman penjara 
9  tahun,  apabila  kekerasan  yang   dilakukan   menimbulkan   luka  berat.  
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Hukuman penjara maksimal 12 tahun, apabila kekerasan mengakibatkan 
meninggal dunia. Berdasarkan perkara No: 868/Pid.B/2018/PN.Sda., 
pengeroyokan Sdr. AY terhadap Sdr. S, terbukti melanggar Pasal 170 ayat 
(2) ke-1, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana; dan 
terdakwa AY mendapat hukuman 1 tahun penjara dan adanya 
pengurangan waktu hukumannnya dengan waktu selama ditahan saat 
diperiksa. 
3. Saputra dan Yulianti (2016), Pembuktian Pengroyokan Menyebabkan 
Kematian dan Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Sesuai 
Tuntutan Penuntut Umum.8 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti yang 
digunakan dalam pembuktian tindak pidana pengeroyokan yang 
menyebabkan kematian kalangan remaja dan pertimbangan hakim dalam 
memutus pidana penjara sesuai dengan tuntutan pidana penuntut umum. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat 
preskriptif. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik 
pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, 
rujukan internet dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri 
Yogyakarta nomor 11/PID.B/2015/PN.Yyk. Di dalam analisis digunakan 
silogisme deduksi.  
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. 
Pertama, kekuatan pembuktian tindak pidana pengeroyokan yang 
menyebabkan kematian yang di lakukan oleh remaja. Kedua, dasar 
pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara yang sesuai dengan 
tuntutan pidana penuntut umum.  
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 
research), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku 
atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai 
literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.9 Penelitian 
kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah 
dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang 
telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.10 
Penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, 
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dimana penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum 
sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.  
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.11 
Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), 
dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 
sekunder berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, teori 
hukum dan pendapat para sarjana untuk mendeskripsikan pengaturan tindak 
pidana pengroyokan menurut hukum positif di Indonesia dan pemidanaan 
tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat 
pada Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data yang 
dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara 
lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, 
buku-buku dan lain sebagainya.12 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.13 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-
                                                 
11 Ibid., hal. 36. 
12 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004, hal. 30. 




Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002tentang Perlindungan Anak. 
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.14 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-
hasil penelitian hukum, buku-buku ilmiah, dan jurnal penelitian. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.15 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan permasalahan penelitian.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
dilakukan melalui data tertulis.16 Studi pustaka merupakan langkah awal 
dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan 
informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun 
dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi 
kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan 
dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang 
diteliti.17 
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Metode pengumpulan data atau cara yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data utama berupa data 
sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan 
dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah 
laku yang diobservasikan dari manusia.18 
Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 
menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 
(makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. 
Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis yang integratif 
dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, 
dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi 
dan relevansinya.19 Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk 
menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang 
bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).20 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data 
didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-
buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku 
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari bahan yang sudah ada 
dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, 
sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan 
dengan tujuan penelitian. 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk lebih memudahkan 
dalam memahami dan memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut 
susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Bab ini memaparkan teori-teori terkait dengan 
permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang tindak 
pidana (meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, 
pertanggungjawaban pidana), tinjauan umum tentang pemidanaan 
(meliputi pengertian pemidanaan, tujuan pemidanaan, jenis-jenis 
pemidanaan), dan tinjauan umum tentang pengeroyokan. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan 
pembahasan terkait pengaturan pengaturan tindak pidana 




hukum positif di indonesia dan pemidanaan tindak pidana 
pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat pada 
putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda terjemahan strafbaar 
feit. Walaupun istilah ini terdapat pada Wvs Belanda dan juga terdapat pada 
Wvs hindia belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di 
maksud dengan strafbaar feit itu. Terdapat juga beberapa arti dari terjemahan 
Strafbaar feit, selain tindak pidana, diantaranya adalah perbuatan yang dapat 
dihukum, persitiwa pidana, perbuatan pidana, maupun delik. Straf diartikan 
sebagai pidana dan hukum, baar diartikan dapat dan boleh, dan feit diartikan 
sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.21  
Pakar hukum pidana Indonesia menerjemahkan, perbuatan pidana, 
peristiwa pidana, detik, dan perbuatan yang dapat dihukum. Umumnya dalam 
hukum pidana perumusan mengenai tindak pidana dijabarkan sebagai berikut:  
a. Suatu perbuatan manusia yang dalam ini hal meliputi kejahatan pelanggan, 
termasuk juga pengabadian (mengabaikan) dan kelalaian. 
b. Perbuatan tersebut di larang dan diancam hukuman/sanksi. 
c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab 
atau dapat mempertanggungjawabkan perbutannya.22 
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Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam 
upayanya memberikan arti dari straafbaar feit. Tidak ditemukannya 
penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan straafbaar feit di dalam KUHP 
maupun di luar KUHP, maka para ahli hukum berusaha untuk memberikan 
arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman 
pendapat.23 Beberapa pandangan ahli mengenai tindak pidana. 
a.  Pompe. Tindak pidana sebaga srafbaar feit adalah suatu pelanggaran 
norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga 
dilakukan dengan tidak sengaja.24  
b. Frans Maramis. Tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus 
dipidana.25  
c. Teguh Prasetyo. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 
dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini 
selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 
dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 
yang diharuskan oleh hukum).26  
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku 
dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang 
untuk   tidak   berbuat,  akan  tetapi  dengan  tidak  berbuatnya  dia,   dia  telah  
                                                 
23 Kansil, C.S.T., Palandeng, Engelien R., & Musa, Altje Agustus, Tindak Pidana dalam 
Undang-Undang Nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hal. 1. 
24 Sofyan, Andi & Aziza, Nur, Buku Ajar Hukum Pidana, Makasar: Pustaka Pena Press, 
2016, hal. 98. 
25 Rodliyah & Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Depok: 
Rajawali Pers, 2017, hal. 13. 




melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak 
berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, 
ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada 
yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, 
maka dia dapat dikenai sanksi. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa 
tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atas dasar 
sengaja maupun tidak sengaja dimana perbuatannya (pasif maupun aktif) 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum pidana 
pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian 
tindak pidana. Perbuatan pidana apabila di dalamnya terdapat unsur melawan 
hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan 
berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah 
sebagai berikut: perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak 
berbuat atau membiarkan); diancam dengan pidana (statbaar gesteld); 
melawan hukum (onrechmatig); dan dilakukan dengan kesalahan (met schuld 
in verband stand).27 Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak 
pidana harus dipenuhi unsur adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan 
dalam   syarat  formal,  dan  bersifat   melawan  hukun.   Selanjutnya   Jonkers 
                                                 




menyebutkan unsur-unsur tindak pidana antara lain perbuatan (yang), 
melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh 
orang yang dapat), dan dipertanggung jawabkan.28 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum 
menjabarkan unsur tindak pidana ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif.29 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif, adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. 
Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan kesengajaan 
dan kealpaan.  
b. Unsur Objektif, adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri empat 
unsur, yaitu: 
1) Perbuatan manusia, berupa act (yakni perbuatan aktif atau perbuatan 
positif) dan omission (yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan),  
2) Akibat perbuatan manusia. Akibat membahayakan atau merusak, 
bahkan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.  
3) Keadaan-keadaan. Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara 
lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah 
perbuatan dilakukan, dan  
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4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum 
berkenaan dengan alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. 
Adapun sifat melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan 
dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia). Unsur-unsur tindak pidana menurut Prasetyo, antara lain: 
a. Unsur Objektf, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-
tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari sifat melanggar hukum, 
kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.  
b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:  
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa),  
2) Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP),  
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya,  
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam Pasal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan  
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.30 
                                                 




3.  Pertanggungjawaban Pidana  
Pertanggungjawaban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai perbuatan (hal dan sebagainya), bertanggung jawab: sesuatu yang 
dipertanggungjawabkan.31 Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan 
seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam 
pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau 
tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah 
meyadari konsekuensi perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah 
pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. 
Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang 
dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak 
pidana yang dilakukan oleh seseorang.32 
Kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana merupakan hal  
lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk 
dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak 
pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali 
bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana.33 Perbuatan yang 
sifatnya dilarang itu telah dilakukan (konkret), baru melihat orangnya jika 
orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu 
dapat dipersalahkan kepadanya dan kepadanya dijatuhi hukuman pidana.34 
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Moeljatno menyatakan bahwa pada waktu membicarakan pengertian 
perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tesebut tidak termasuk 
pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 
dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang 
melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah 
diancamkan, ini tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ini dia 
mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum 
pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.35 
Tindakan pidana dapat dihukum jika tindakan itu disertai dengan 
keadaan lain-lain atau bilamana tindakan itu telah dilakukan di dalam keadaan 
tertentu. Dianggap telah melakukan perlawanan atau verzet apabila perbuatan 
itu disertai kekerasan atau dengan ancaman akan mempergunakan kekerasan 
dan ditujukan kepada pegawai negeri yang secara sah melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan tugasnya (Pasal 180 KUHPidana), keadaan-keadaan tersebut 
termasuk pula ke dalam unsur-unsur objektif dari suatu strafbaar feit. Jadi 
pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno dapat diterapkan apabila 
adanya kesalahan, oleh terdakwa yang telah memenuhi hal-hal: 
a. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum) 
b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab 
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan 
d. Tidak adanya alasan pemaaf.36 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 
pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan apa yang telah dilakukan, dan setiap orang bertanggungjawab atas 
segala perbuatannya. Namun meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu 
dapat dipidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu 
perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, tetapi untuk dijatuhi 
pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah 
mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan  
1. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan biasa juga diartikan sebagai tahap penetapan sanksi atau 
tahap pemberian sanksi pada hukum pidana. Kata pidana pada umumnya 
diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai 
penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana 
formil. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut, yaitu hukum pidana 
materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum 
yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan 
terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara 
pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesempatan itu.37 
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Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil adalah kumpulan 
aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-
syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana. 
Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran 
yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara 
bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh 
keputusan hakim sertamengatur cara melaksanakan putusan hakim.38 
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi 
larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum 
pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan 
melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan 
terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama 
karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si 
terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini 
disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah 
berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang 
lain takut melakukan kejahatan serupa. 
Jadi pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya 
balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 
kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan 
                                                 




serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud 
apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut: 
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan  
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
2. Tujuan Pemidanaan 
Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan 
pemidanaan. Wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut selama ini masih 
dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan 
KUHPidana Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu 
Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan 
Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu: 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik 
secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun 
menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar 
dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan 
agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi 
masyarakat. 
Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang 
perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di 
Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa 




pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan 
yang di kemukakan P.A.F. Lamintang, yaitu: 
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri 
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan 
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan 
cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.39 
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori 
tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi 
atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai 
berikut: 
a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan 
oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa 
pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi 
pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana 
adalah pembalasan (revegen). 
Sebagaimana yang dikemukakan Muladi bahwa teori absolut  
memandang  bahwa  pemidanaan  merupakan  pembalasan  atas  kesalahan  
                                                 





yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak 
pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa 
sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus 
ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan 
sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”40 
Berdasarkan teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana 
merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan 
kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan 
yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke 
yang baik. Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif 
dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan 
terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah 
pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. 
b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar 
suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana 
mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental, membuat 
pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 
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Menurut Muladi tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai 
pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang 
bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan 
masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 
agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk 
pemuasan absolut atas keadilan.”41 
Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai 
sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku 
maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini 
berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan 
reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan 
menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti 
untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual 
pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai 
langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk 
mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan 
pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan 
hidupnya seharihari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang 
ada di masyarakat. 
c. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien) 
Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan 
pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip 
                                                 




relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini 
bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan 
sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab 
tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide 
bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan 
perilaku terpidana di kemudian hari.  
Teori Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai 
berikut : 
1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat. 
2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.  
3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 
pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-
satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri 
akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya 
sosialnya. 
Berdasarkan pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini 
mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani 






3. Jenis-Jenis Pemidanaan 
Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur 
dalam Pasal 10 KUHPidana yakni : 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana mati 
2) Pidana penjara 
3) Pidana kurungan 
4) Pidana denda 
b. Pidana Tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
3) Pengumuman putusan hakim 
Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut 
adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat 
adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah 
sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat 
fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi 
kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 
dan Pasal 275 KUHPidana menjadi bersifat imperatif atau keharusan. 
Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai 
berikut : 
a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali 




diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan 
kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). 
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana 
pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif, artinya 
bisa dijatuhkan maupun tidak (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan 
sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 
KUHPidana menjadi bersifat imperatif atau keharusan). 
c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu 
tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat 
dijalankan.42  
C. Tinjauan Umum tentang Pengeroyokan 
Pengeroyokan atau deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) 
yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan 
menjadi “penyertaan”. Prof. Satochid Kartanegara mengartikan deelneming 
apabila satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.43 
Pengertian turut serta” (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan 
pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut 
serta dari beberapa orang di dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerja 
sama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.44 
                                                 
42 Setiady, Tolib, Pokok- Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2010, 
hlm 77. 
43 Marpaung, Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 
hal. 77. 





Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau 
tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kata penyertaan 
(deelneming) turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain 
melakukan tindak pidana. Deelneming diatur pada buku II bab V Pasal 170 
KUHP. Perkataan deelneming berasal dari dua kata, deel (bagian) dan neming 
(pengambilan). Jadi deelneming pemgambilan bagian.  
Deelneming adalah suatu peristiwa pidana di mana terdapat beberapa 
orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam suatu tindak pidana dan 
tindak pidananya bisa bermacam-macam. Deelneming menurut para ahli 
sebagai berikut: 
a. Chazawi, pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau 
keterlibatannya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik 
dengan melakukan masing-masing perbuatan hingga melahirkan suatu 
tindak pidana. 
b. Wirjono Prodjodikoro turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu 
seseorang lain melakukan suatu tindak pidana.45 
Dari beberapa pengertian di atas menurut para pakar, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa pengertian tindak pidana pengeroyokan atau 
deeleneming adalah apabila tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, 
yang mana kejahatan tersebut di atur dalam Pasal 170 KUHP. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Tindak Pidana Pengroyokan yang Menyebabkan Luka 
Ringan dan Luka Berat Menurut Hukum Positif di Indonesia 
Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak 
pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang 
atau barang. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang 
termuat dalam pasal 170 KUHP yang berisi:  
1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
2. Yang Bersalah diancam:  
a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja 
menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan 
mengakibatkan luka-luka; 
b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan luka berat; 
c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan maut 
3. Pasal 89 KUHP tidak diterapkan. 
Unsur-unsur yang terdapat yang terdapat dalam pasal ini diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang/pribadi sebagai pelaku. 
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan ditempat dimana publik dapat 
melihatnya. 
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau 




dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, 
jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). 
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani 
yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri 
dari “merusak barang” atau penganiayaan. 
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang 
atau barang sebagai korban.46 
Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku 
kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan 
pasal ini adalah gabungan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 
55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila 
dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan 
oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP. 
Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh 
ketentuan pasal 351. Maka dari pada itu sering sekali para penyidik membuat 
pasal ini juncto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering 
memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung 
memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai 
dengan hasil pembuktian di persidangan. Objek dari perlakuan para pelaku 
dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda 





Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351, 
dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam 
Pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang 
dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat 
saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para 
pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham 
untuk melakukan kekerasan itu, maka ini sudah memasuki ranah Pasal 351. 
Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan 
oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang 
berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat 
tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Perbedaan yang 
paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu 
di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 
351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum 
ataupun di ruang publik terbuka. 
Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat dar ipada Pasal 351. 
Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini 
dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman 
pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban 
mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara 
selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat 
yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-
                                                                                                                                     




lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, 
Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas 
tahun sedangkan pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman 
penjara selamalamanya tujuh tahun. Berbicara mengenai luka berat, Pasal 90 
KUHP memberikan defenisi luka berat sebagai berikut: 
“Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak 
boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat 
mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan 
jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung 
(kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu 
lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.” 
Dari defenisi yang diberikan Pasal 90 KUHP di atas, dapat diterangkan 
bahwa: 
1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak 
mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang 
profesional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat. 
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar. Keadaan yang 
ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses 
suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, 
terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap 
melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat. Dalam 
penjelasanya terhadap Pasal 90 ini, R. Soesilo memberi contoh penyanyi 
yang rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-
lamanya. 
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3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu 
panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, 
pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. 
4. Lumpuh (verlamming) artinya tidak dapat menggerakkan anggota 
badannya dikategorikan juga sebagai luka berat.  
5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berobah pikiran dapat 
juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu). 
Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua 
itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk 
pengertian luka berat. 
6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan 
mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada 
ibu yang mengandung tersebut. 
Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 
dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai 
pertimbangan hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi 
atau dokter yang biasa kita sebut visum et repertum. Khusus untuk kekerasan 
terhadap barang, Pasal yang juga mengatur hal ini adalah pasal 406 KUHP 
ayat (1). Pasal 406 ini juga mengatur jika korban adalah binatang dalam ayat 
(2). Untuk lebih jelasnya, berikut isi dari Pasal 406: 
(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda 




(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan 
hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau 
menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 
Ancaman hukumannya adalah lebih ringan karena khusus mengatur 
tentang objek perlakuan dari perbuatan itu adalah barang dan binatang. Yang 
menjadi perhatian disini adalah hilangnya hak kepemilikan si empunya atas 
barang atau binatang, baik kepemilikan sepenuhnya atau sebagian atas barang 
atau binatang tersebut. Dari penjelasan di atas bahwa kekerasan yang 
dilakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap orang atau 
barang di muka umum termasuk tindak pidana. 
Pengaturan tindak pidana pengroyokan yang menyebabkan luka ringan 
dan luka berat menurut hukum positif di Indonesia di atur pada Pasal 170 
KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana): “Barang siapa yang di muka 
umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di 
hukuim penjara selama lima tahun enam bulan”. Namun anak adalah amanah 
sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga 
karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hakhak sebagai manusia 
yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi 
Persirakatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan 




Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara 
untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan suatu 
undangundang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi 
pelaksanaa kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, 
pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 
perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan 
pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 
Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang 
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkain 
kegiatan yang dilaksakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak 
anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutkan dan terarah guna 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik mental, spiritual 
maupun sosial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin 
yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak umur 18 Tahun. Dalam 
melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran 
masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 
lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosila, 
dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. 
Tindak pidana pengeroyokan yang di lakukan oleh anak dibawah umur 




Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Yang dimaksud dalam hal ini yaitu tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), 
bahwa: 
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Akibat hukum pengeroyokan anak di bawah umur menurut Undang-
Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 64 ayat (1): 
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf (b) dilakukan melalui: 
a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 
dengan umurnya; 
b. pemisahan dari orang dewasa;  
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; 
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan 
derajatnya; 
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; 
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai 
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya 
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 
Anak; 
k. pemberian advokasi sosial; 
l. pemberian kehidupan pribadi; 
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; 
n. pemberian pendidikan; 
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan 





Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat penulis simpulkan 
bahwa tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan luka ringan dan luka 
berat merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang 
dengan unsur yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, dan 
merugikan kesehatan tubuh. Hukum positif di Indonesia mengatur tindak 
pidana pengeroyokan yang menimbulkan luka ringan dan luka berat dalam 
Kidab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170. Sedangkan tindak pidana 
pengeroyokan yang menimbulkan luka ringan dan luka berat yang dilakukan 
anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu tertuang dalam Pasal 
1 ayat (1) dan (2) dan akibat hukumnya diatur dalam Pasal 64 ayat (1). 
B. Pemidanaan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka 
Ringan dan Luka Berat pada Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw 
Pemidanaan biasa juga diartikan sebagai tahap penetapan sanksi atau 
tahap pemberian sanksi pada hukum pidana. Kata pidana pada umumnya 
diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai 
penghukuman. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab 
adalah kasusnya dan akibat adalah hukumanya. Orang yang terkena akibat 
akan memperoleh sanksi baik hukuman penjara atau hukuman kurungan dan 
hukuman lainnya. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat 
nestapa yang diancamkan atau yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku 




membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya untuk 
membuat jera pelaku kejahatan lazim juga disebut dengan pidana adalah 
penderitaan atau nestapa atau sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana.47 
Fokus bahasan penelitian ini adalah pemidanaan tindak pidana 
pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat pada putusan 
No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw. Sebelum penulis membahas lebih lanjut 
terlebih dahulu penulis menguraikan kasus posisi perkara putusan No. 
9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw. Perkara tersebut berawal pada hari Sabtu 
tanggal 30 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB para saksi korban yang 
mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor dan yang membonceng di belakang 
adalah saksi Anak Anak Korban II dengan mengenakan kaos dengan tulisan di 
belakang kaos “POESAT B.D.B , T.O.S.H, T.O.W, B.O.M ALL BASE” di 
bagian belakang yang merupakan nama basis dari SMK N 2 Slawi atau STM 
PERNEK dan di kaos depan ada tulisan “VETERAN STM 676 PERNEX 
SLAWI UNTUK SANTAI” hingga kemudian diketahui oleh saksi Anak ABH 
III dan mengejar para saksi korban bersama saksi Anak ABH I, Anak ABH II, 
saksi Anak ABH III, dan Anak mengejar para saksi anak korban setelah 
berhasil dikejar, saksi Anak ABH III meminta dengan paksa kaos yang 
dikenakan oleh anak saksi Anak Korban II sampai berhasil diambil oleh para 
anak pelaku sambil pergi dari kerumunan, karena para anak korban tidak 
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terima dengan perlakukan para anak pelaku hingga kemudian para anak 
korban mengejar para anak pelaku.  
Para pelaku anak kemudian mengendarai sepeda motornya menuju ke 
daerah Gumayun yang pada saat itu anak membawa 1 (satu) buah cerurit yang 
didapat dari membeli secara online dan diberikan kepada saksi Anak ABH I, 
namun tiba-tiba dari belakang Anak ABH I, Anak ABH II, saksi Anak ABH 
III dikejar oleh para anak korban sehingga terjadi perkelahian saling dorong 
antara para pelaku anak dan para pelaku korban, namun tiba-tiba Anak ABH I, 
Anak ABH II, saksi Anak ABH III menyabetkan masing-masing cerurit 
ditangannya secara membabi buta sehingga mengenai saksi anak Anak 
Korban III dan mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan bawah 
sampai pergelangan, dan saksi anak Anak Korban I mengalami luka robek 
pada tangan kanan bagian lengan sedangkan terhadap saksi anak Anak Korban 
II mengalami luka memar pada bagian dahi akibat pukulan yang dilakukan 
oleh saksi Ahmad Faqih Maulana dan mengalami luka pada tangan kanan 
bagian lengan kanan atas. 
Akibat perbuatan para anak, Telah dilakukan pemeriksaan Medis di 
RSUD DR. SOESELO atas pemeriksaan terhadap anak korban oleh dokter 
pemeriksa dr. Subekhan, S.H. dengan hasil sebagai berikut: 
1. Korban atas nama Anak Korban III, Sesuai dengan Surat Visum Et 
Repertum nomor: 183.1/27/11362, tanggal 10 Desember 2019, dengan 
hasil sebagai berikut : 
Hasil Pemeriksaan Luar : 
Korban datang ke RSUD dr. Soeselo dalam keadaan sadar 
a. Kepala : tidak ditemukan jejas. 
b. Dada : tidak ditemukan jejas. 




d. Perut : tidak ditemukan jejas. 
e. Anggota gerak : luka robek pada tangan kiri panjang ±20 Cm.  
f. Lain perubahan tidak terdapat. 
Kesimpulan: Luka robek tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam. 
 
2. Korban atas nama Anak Korban I, Sesuai dengan Surat Visum Et 
Repertum nomor: 183.1 / 27 / 11360, tanggal 10 Desember 2019, dengan 
hasil sebagai berikut : 
Hasil Pemeriksaan Luar : 
Korban datang ke RSUD dr. Soeselo dalam keadaan sadar 
a. Kepala : tidak ditemukan jejas. 
b. Dada : tidak ditemukan jejas. 
c. Punggung : luka robek dibahu panjang ±2 Cm. 
d. Perut : tidak ditemukan jejas. 
e. Anggota gerak : tidak ditemukan jejas. 
f. Lain perubahan tidak terdapat. 
Kesimpulan: Luka robek tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam. 
 
3. Korban atas nama Anak Korban II, Sesuai dengan Surat Visum Et 
Repertum nomor: 183.1 / 27 / 11362, tanggal 10 Desember 2019, dengan 
hasil sebagai berikut : 
Hasil Pemeriksaan Luar : 
Korban datang ke RSUD dr. Soeselo dalam keadaan sadar 
a. Kepala : terdapat luka robek dikepala panjang ± 2 Cm. 
b. Terdapat jejas merah ± 4 Cm didahi. 
c. Dada : tidak ditemukan jejas. 
d. Punggung : terdapat luka lecet ± 5 Cm dibahu kanan. 
e. Perut : tidak ditemukan jejas. 
f. Anggota gerak : tidak ditemukan jejas. 
g. Lain perubahan tidak terdapat. 
Kesimpulan: Luka robek dan luka lecet tersebut diata diduga akibat trauma 
benda tajam. Jejas merah tersebut diatas diduga akibat trauma benda 
tumupul. 
Anak dalam perkara tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut: 
1. Pertama: Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 




2. Kedua: Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
juncto Pasal 56 ayat ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Atas dasar alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, anak 
korban, anak saksi, dan anak, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan, bahwa: 
1. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 20.00 
WIB, Anak beserta dengan 4 (empat) orang teman Anak memiliki janji 
untuk nongkrong di warung angkringan yang berada di sekitar Alun-alun 
Hanggawana Slawi; 
2. Anak membawa 1 (satu) buah tas ransel yang memiliki benjolan yang 
berisikan 1 (satu) buah celurit. Anak mendapatkan 1 (satu) buah celurit 
berukuran sedang dengan gagang kayu berwarna coklat tersebut dari 
aplikasi jual beli online Shopee dengan harga sejumlah Rp150.000,00 
(seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar satu bulan yang lalu. 
3. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak ABH III menerima telepon dari 
temannya yang meminta mereka untuk berkumpul ke rumahnya yang 
berada di Desa Kabunan, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal; 
4. Anak beserta 4 (empat) teman Anak bergegas untuk pergi ke Desa 
Kabunan, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal dengan mengendarai 3 (tiga) buah 
SPM. Dalam perjalanan ketika mereka berada di Jl. Gajah Mada, Desa 
Kalisapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal depan Yayasan Ulin Nuha Slawi, Kab. 
Tegal, Anak melihat ada 3 (tiga) orang yang Anak tidak ketahui 




warna Hitam dan salah satu orang yang mengendarai di posisi belakang 
Anak mengenakan kaos dengan tulisan di belakang kaos “POESAT 
B.D.B, T.O.S.H, T.O.W, B.O.M ALL BASE” di bagian belakang yang 
merupakan nama basis dari SMK N 2 Slawi atau STM Pernek dan di kaos 
depan ada tulisan “VETERAN STM 676 PERNEX SLAWI UNTUK 
SANTAI”; 
5. Anak ABH I, Anak ABH III, Anak ABH II serta Ahmad Faqih Maulana 
melakukan kekerasan terhadap anak-anak dari SMKN 2 Slawi (Pertanian) 
di depan SPBU Jl. MT Haryono, Desa Kalisapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal; 
6. Anak tidak ikut melakukan kekerasan karena sedang menunggu di atas 
SPM yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari tempat kejadian perkara; 
7. Anak tidak mengetahui secara detail apa yang dilakukan oleh Anak ABH 
I, Anak ABH III, Anak ABH II serta Ahmad Faqih Maulana terhadap 
anak-anak dari SMKN 2 Slawi (Pertanian) karena pada saat itu Anak 
melihat warga sekitar berdatangan untuk melerai. Saat itu Anak hanya 
melihat Anak ABH III datang membonceng ke SPM yang dikendarai 
Anak untuk kemudian pergi. Pada saat pulang, Anak ABH III mengatakan 
kepada Anak jika dirinya menyabetkan celurit kepada salah satu anak dari 
SMKN 2 Slawi (Pertanian). 
Hakim menilah bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 
di persidangan penerapan tindak pidana pengeyorokan yang menyebabkan 
luka ringan dan luka berat pada perkara tersebut menggunakan dakwaan 




Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 
Pemidanaan atau Sanksi pidana dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana. Adapun unsur-
unsur Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto 
Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut: 
1. Unsur “setiap orang” 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” 
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang 
perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum dan dapat 
dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang 
dilakukannya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak sesuai kutipan 
Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-06072015-0034 yang dikeluarkan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagai orang 




Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah membenarkan 
seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum 
sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terjadi 
error in persona; Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi 
menurut hukum. 
2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” 
Menimbang, turut serta berarti ikut melakukan sesuatu secara 
bersama-sama. Kekerasan menurut pengertian Pasal 1 angka 15a Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 
penelantaran, termasu ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan 
menurut Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak pengertian Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Menimbang, dari fakta persidangan terungkap seperti yang telah 
dipaparkan di atas. dari fakta hukum yang terungkap di persidangan 




ataupun paksaan dari seseorang untuk membawa 1 (satu) buah celurit 
berukuran sedang dengan gagang kayu berwarna cokelat yang juga 
merupakan milik Anak; 
Menimbang, bahwa tujuan Anak membawa 1 (satu) buah celurit 
yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel milik Anak adalah 
untuk berjagajaga atas keselamatannya; Menimbang, bahwa terhadap 1 
(satu) buah celurit yang dibawa menggunakan 1 (satu) buah tas ransel 
tersebut juga dibenarkan oleh Anak Saksi Anak ABH III, Anak Saksi 
Anak ABH II, dan Anak Saksi Anak ABH III dalam keterangannya di 
persidangan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Ahmad Faqih 
Maulana; 
Menimbang, terhadap akibat dari dibawanya 1 (satu) buah celurit 
oleh Anak tersebut maka pada saat terjadi perkelahian antara Anak Saksi 
Anak ABH III, Anak Saksi Anak ABH II, Anak Saksi Anak ABH I, dan 
Saksi Ahmad Faqih Maulana dengan Anak Korban Anak Korban I, Anak 
Korban Anak Korban III Aji, dan Anak Korban Anak Korban II maka 
mengakibatkan luka di lengan tangan kiri yang dilakukan oleh Anak Saksi 
Anak ABH I; 
Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban Anak 
Korban III sebagaimana hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 
183.1/27/11362 tanggal 10 Desember 2019;  
Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut maka 




Anak, Anak Saksi, Anak Korban, dan Saksi dengan barang bukti serta alat 
bukti surat sehingga dengan demikian terhadap unsur “dilarang turut serta 
melakukan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi menurut hukum. 
3. Unsur “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan 
untuk melakukan kejahatan” 
Menimbang, sengaja memiliki makna dimaksudkan 
(direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan 
sedangkan sarana berarti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 
dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media. 
Menimbang, dari fakta persidangan terungkap bahwa Anak 
membawa 1 (satu) buah tas ransel yang memiliki benjolan yang berisikan 
1 (satu) buah celurit. Anak mendapatkan 1 (satu) buah celurit berukuran 
sedang dengan gagang kayu berwarna coklat tersebut dari aplikasi jual beli 
online Shopee dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh 
ribu rupiah) sekitar satu bulan yang lalu; 
Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 1 
(satu) buah celurit berukuran sedang dengan gagang kayu berwarna coklat 
tersebut digunakan dengan cara diayun sebanyak 1 (satu) kali hingga 
mengenai pergelangan tangan kiri Anak Korban hingga mengalami luka 
pada Anak Korban III sebagaimana bukti Surat Visum et Repertum 
Nomor: 183.1/27/11362. Dengan demikian unsur “mereka yang sengaja 





Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan, seluruh unsur Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana telah terpenuhi maka Anak telah dapat dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana 
“turut serta memberi kesempatan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak”. 
Adapun sanksi yang diberikan hakim kepada anak berupa pidana penjara 
selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari penjara di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 
36A, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dikurangi selama Anak 
ditangkap dan ditahan dengan perintah Anak tetap ditahan dan menetapkan 
anak untuk dapat mengikuti pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Suradadi 
di Kec. Suradadi Kabupaten Tegal selama 15 (lima belas (hari).  
Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Selanjutnya, Pasal 69 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 




Anak dalam perkara ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai 
kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-06072015-0034 yang dikeluarkan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada saat 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum 
sehingga masih termasuk kategori Anak yang diperiksa dan diadili menurut 
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena Anak 
telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun maka terhadap Anak tidak 
dapat dikenakan pidana tindakan. 
Sebelum menjatuhkan pidana atau denda kepada Anak, Majelis Hakim 
mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 10 
Desember 2019 sesuai Surat Pengantar Nomor: W13.PAS48.PK.01.05.02-
2486 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Klien Anak diputus 
dengan pidana seringan-ringannya dengan pertimbangan: 
1. Klien Anak masih berumur 16 tahun dan 11 bulan; 
2. Klien Anak saat ini masih bersekolah di SMK Bhakti Praja Slawi; 
3. Klien Anak baru pertama kali bermasalah dengan hukum; 
4. Klien Anak merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya; 
5. Orang tua Anak sanggup untuk membina, membimbing dan mengawasi 
Klien Anak (dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua). 
Tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara 




bersesuaian dengan salah satu rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan 
yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara Anak. 
Terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim memiliki pertimbangan yaitu 
perbuatan Anak telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, Anak juga dapat 
dimintai pertanggungjawabannya serta tidak ada alasan pembenar maupun 
pemaaf atas perbuatan Anak. 
Terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap Anak maka Majelis 
Hakim sependapat dengan Penuntut Umum akan tetapi dalam tuntutannya 
Penuntut Umum tidak mencantumkan tempat pelaksanaan pemidanaannya 
maka sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak maka terhadap Anak sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I, Kabupaten Purworejo, 
Jawa Tengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam 
hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana 
denda diganti dengan pelatihan kerja. 
Tuntutan Penuntut Umum menyatakan agar Anak untuk dapat 
mengikuti pelatihan kerja pada BLK Suradadi di Kec. Suradadi Kabupaten 
Tegal selama 15 (lima belas) hari dan Majelis Hakim sependapat dengan 
tuntutan Penuntut Umum agar Anak mengikuti pelatihan kerja sesuai 
ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 




adalah sebagai upaya agar Anak memiliki keterampilan untuk dapat masuk 
dan bergabung kembali dalam kehidupan bermasyarakat setelah selesai 
menjalani hukumannya dan lamanya pidana pelatihan kerja yang akan 
dijatuhkan pada Anak akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan 
perkara ini. 
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pemidanaan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan 
luka berat pada putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw berupa pidana 
penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari penjara di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Jl. Pangeran Diponegoro 
Nomor 36A, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dikurangi selama 
Anak ditangkap dan ditahan dengan perintah Anak tetap ditahan dan 
menetapkan anak untuk dapat mengikuti pelatihan kerja pada Balai Latihan 
Kerja Suradadi di Kec. Suradadi Kabupaten Tegal selama 15 (lima belas 
(hari). Menurut penulis pemidanaan yang diberikan hakim sudah benar sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan (2) 
dengan akibat hukum sudah sesuai dengan Pasal 64 ayat (1).  
Peristiwa penggeroyokan terhadap anak, terdapat beberapa perbuatan 
yang dilakukan yang jika diakumulasi akan menjadi tindak pidana melakukan 
kekerasan secara bersama-sama terhadap anak di bawah umur atau dimuka 




yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan 
menjadi “penyertaan”. Apabila tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, 
yang mana kejahatan tersebut di atur dalam Pasal 170 KUHP. Karena korban 
masih berusia kurang dari 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan umum 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian diberlakukan 
kepada setiap pelaku yang melakukan berbagai perbuatan yang dilarang 
menurut undang-undang tersebut, yang mana korbannya belum berusia 18 
tahun termasuk anak dalam kandungan (masih berupa janin). 
Terhadap para pelaku diancamkan aturan yang terdapat dalam Pasal 80 
ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa “Tiap-tiap tindakan penuntutan 
menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, 
atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam 
aturan-aturan umum. Yaitu dengan menerapkan Pasal 76 C Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,  
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap Anak.” Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP yang merumuskan “Dipidana 
sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada 




Dengan demikian berdasarkan usia pelaku tindak pidana pengeroyokan 
atau kekerasan secara bersama-sama terhadap anak di bawah umur atau 
dimuka umum, maka terhadap pelaku dapat diterapkan ketentuan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (untuk menentukan tindak pidana apa yang telah 
dilakukan), terkait bagaimana memperlakukan anak yang melakukan tindak 
pidana serta konsekuensi apa yang timbul sebagai akibat perbuatannya 
tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, pelaku dapat dikategorikan sebagai anak yang 
berhadapan dengan hukum dengan status anak yang diduga berkonflik dengan 
hukum (anak yang, diduga, melakukan tindak pidana), anak yang berkonflik 
dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum 







A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hukum positif di Indonesia mengatur tindak pidana pengeroyokan yang 
menimbulkan luka ringan dan luka berat dalam Kidab Undang-Undang 
Hukum Pidana Pasal 170. Jika tindak pidana tersebut dilakukan anak di 
bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yaitu Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan akibat hukumnya 
diatur dalam Pasal 64 ayat (1).  
2. Pemidanaan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan 
dan luka berat pada putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw berupa 
pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari penjara di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, dikurangi 
selama Anak ditangkap dan ditahan dengan perintah Anak tetap ditahan 
dan menetapkan anak untuk dapat mengikuti pelatihan kerja pada Balai 
Latihan Kerja Suradadi di Kec. Suradadi Kabupaten Tegal selama 15 (lima 
belas) hari, dengan menerapkan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 




B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Para penegak hukum terutama Hakim agar lebih teliti dan cermat serta 
menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam memberikan putusan yang 
berkaitan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan 
anak di bawah umur. Hajelis hakim dalam memeriksa suatu perkara 
sebaiknya tidak terpaku pada dakwaan penuntut umum. Hakim dalam 
menjatuhkan putusan pengadilan anak hendaknya tetap dengan 
memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
2. Apabila pihak yang berwajib memandang perbuatan ini sebagai suatu 
perundungan atau pengeroyokan, maka perlu diperhatikan pula ketentuan 
dalam Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana bagi 
orang yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Kemudian, menurut 
ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan perbuatan para pelaku 
diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan 





3. Masyarakat diharapkan dapat menyadari bahwa tindakan pengeroyokan, 
sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan, sehingga diharapkan 
kepada masyarakat hendaknya lebih menjaga emosi dan jangan 
menghakimi pelaku tindak pidana berama-ramai atau melakukan 
perbuatan yang dapat merugikan orang lain. 
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